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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 



PRAKATA 

Assalamu^alaikum Warohmatullahi Wabarohkatuh 

Alhamdulillahirrobil A'lamin. segala puji dan syukur kehadirar -2ah 

SWT. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang beijudul " Analisis Per!z_ran 

larget i^enerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan v:ca 

Palembang" sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjunga: \:ta 

Nabi Besar Muhammad SAW. 

Transportasi merupakan sarana yang sangat panting dan memr-aian 

tolak ukur di dalam memperlancar roda perekonomian. Pentingnya transports: Ji 

dalam kchidupan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akar osa 

pelayanan angkutan khususnya angkutan barang dan angkutan orani *ugi 

mobilitas orang dan barang dari dan seluruh pelosok tanah air bahkan mirca 

negara. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang tertib dan teratur diperjuem 

pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah khususnya dalam bidang angi-uan 

umum agar tidak berdampak pada kemacetan dan kecelakaan. 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Darah 

( PAD ) yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah ' ing 

nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan usaha pemerintah oaam 

meningkatkan pemungutan hasil retribusi diperkirakan kepada masyaraka: :an 

dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan tersebut. Retribusi daerah hirus 

dipungut. dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewerong 
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pemungutan, pengelolaan dan pembangunan dana retribusi sepenuhnya 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Dari data dan wawancara yang dilakukan pada Dinas Perhubungan Sub 

Bagian Program mengenai potensi yang dimiliki bahwa setiap tahunnya jumlah 

kendaraan angkutan umum pertambahannya sedikit bahkan cenderung para 

pengusaha angkutan otobus untuk mengurangi jumlah kendaraanya. Fenomena 

yang diangkat dalam penelitian ini dimana pihak DISHUB tetap menaikkan target 

yang akan dicapai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

retribusi terminal dengan judul : "Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi 

Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang ". 

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kepada kedua orang tua 

Ayah Darsun dan Ibu Samilah serta Kakak-kakak ku tersayang Ramlan, Ruslan, 

Lis, Sari, Sumi, Daryanto, Prayitno, Supriyadi dan keponakanku tercinta yang 

telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan semangat 

kepada penulis. Penulis juga banyak mengucapkan terima kasih banyak kepada 

Bapak M . Orba Kumiawan, SE. SH yang telah membimbing dan memberikan 

pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga penulis 

menyampaikan terima kasih kepada gihak-pahak yang telah mengiziiikan, 

membantu penulis dalam menyelisaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Palembang. 

1. Bapak H. M. Idris, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 

Palembang. 
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ABSTRAK 

Fredy Ariyanto/222003129/Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi 
Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Seberapa besar penetapan target 
retribusi terminal yang seharusnya pada Dinas Perhubungan Kota Palembang 
(Berdasarkan Potensi). Tujuan penelitian dalam penelitian ini untuk mengetahui 
seberapa besar penetapan target retribusi terminal yang sehanisnya pada Dinas 
Perhubungan Kota Palembang (Berdasarkan Potensi). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriplif, yang bertujuan untuk 
mengetahui liilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih {independent) 
lanpa membuat perbandingan, alau nienghubungkan dengan variabel lain. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dan 
observa.si, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan 
kuantitatif, penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang 
sebagai bahan masukan dan pertimbangan seita pedoman dalam mengkaji, 
merencanakan dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan 
retribusi terminal, yang merupakan salah satu jenis retribusi daerah dan juga 
sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Menambab wawasan keilmuan 
mengenai potensi dan penetapan taget retribusi terminal di kota Palembang serta 
bagi aimamaier dapat menjadi balian masukan bagi pengembangan penelitian 
selanjutnya. 

Hasil analisis menunjukkan Retribusi Terminal di Kota Palembang dilihat dari 
potensi yang dimiliki oleh dinas perhubungan (Dishub) kota Palembang, jika 
dilihat dari potensi retribusi terminal yang dimiliki dari tingkat potensial 
di lapangan maka pada tahun 2007 tingkat pencapaiannya seoesar 84,50 persen, 
apabila dari hasil anali^'s potensi lapangan bahwa potensi dilapangan didapatkan 
sebesar Rp 1.590.812.: 00. Dari hasil pengelolaan data proyeksi maka didapatkan 
bahwa target yang bar is ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang 
sebesar Rp. Rp. 1.437.' 47.653 dimana perhitungannya berdasarkan potensi yang 
ada dilapangan. 

Kata Kunci: Penetapan target, potensi, proyeksi 

xiv 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan untuk 

merubah dan memperbaiki kondisi suatu daerali. Perkembangan pembangunan 

tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung perkembangan tersebut, 

salah satunya adalah pelayanan jasa transportasi. Transportasi merupakan sarana 

yang sangat penting dan merupakan tolak ukur di dalam memperlancar roda 

perekonomian. Pentingnya transportasi di dalam kchidupan tercermin pada 

semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa pelayanan angkutan Idiususnya 

angkutan bai'ang dan angkutan orang bagi mobilitas orang dan barang dari dan 

seluruh pelosok tanah air bahkan manca negara. Untuk menjamin kualitas 

pelayanan yang tertib dan teratur diperlukan pengawasan dan pembinaan oleh 

pemerintah khususnya dalam bidang angkutan umum agar tidak berdampak pada 

kemacetan dan kecelakaan. 

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

( PAD ) yang ikut berperan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang 

nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. Sejalan dengan usaha pemerintah dalam 

meningkatkan pemungutan hasil retribusi diperkirakan kepada masyarakat dan 

dunia usaha dengan cara memenuhi pelayanan lersebut. Retribusi daerah harus 

dipungut, dikelola secara profesional dan bertanggungjawab karena wewenang 
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pemungutan, pengelolaan dan pembangunan dana retribusi sepenuhnya 

diserahkan kepada Pemerintah Daerah. 

Melihat letak, luas, wilayah yang diharapkan Pemerintah Kota 

Palembang khususnya Dinas Perhubungan ( DISHUB ) yang dapat menggali 

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) yang khususnya pada retribusi 

terminal pada Dinas Perhubungan ( DISHUB ) Pemerintah Kota Palembang, 

adapun kegiatan-kegiatan yang dikelolanya yaitu ; 

1. Parkir tepi jalan 

2. Pengujian kendaraan bermotor 

3. Terminal 

4. Jasa angkutan sungai, danau dan penyebrangan 

5. Izin trayek 

6. Pembinaan hubungan udara yaitu pos dan telekomunikasi 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyatakan bahwa Restribusi Daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran alas jasa alau pemberi izin lertentu yang khusus disediakati 

dan atau diberikan oleh pemerintah daerali untuk kepentingan pribadi atau badan. 

Jasa terlentu tersebut dikelompokkan daiam tiga golongan yaitu : 

a. Jasa umum. 

Jasa umum yaitu balas jasa oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 
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b. Jasa usaha. 

Jasa usaha yaitu jasa atau pelayanan yang dikeijakan oleh pemerintah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasamya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta. 

c. Jasa perizinan tertentu. 

Jasa perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk 

pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan 

keuangan, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 

dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Kota Palembang memiliki berbagai macam jenis transportasi yang setiap 

tahun bertambah tetapi tidak signifikan dalam artian persentase pertambahaxmya 

kecil. Bahkan para pengusaha trayek cendrung mengurangi jumlah kendaraannya 

Adapun jumlah kendaraan berdasarkan trayek tahun 2004 sampai dengan 2007 

sebagai berikut: 
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T A B E L I . l 
JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN UMUM 

TAHUN 2004-2007 

N JENIS KENDARAAN TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN 
O 2004 2005 2006 2007 
1 Mobil Penumpang Umum 2143 2167 2136 2143 
2 Bus Kecil 515 515 515 522 
3 Bus Sedang / Bus Kola 567 590 527 520 
4 Sedan Tax si 109 109 111 130 
5 AKDP (Angkutan Antar Kota 377 1384 1384 1390 

Dalam Provinsi) 
6 AKAP (Angkutan Antar Kota 387 387 387 388 

Antar Provinsi) 
Jumlah 5098 5152 5060 5093 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007 

Dari tabel diatas volume pertambahan jumlah kendaraan berdasarkan 

trayeknya yang pertambahannya tidak signifikan ( kecil ). Pada tahun 2004 

sampai dengan tahun 2005 terjadi pertambahan sebesar 1,05 persen, pada tahun 

2006 volume jumlah kendaraan berkurang sebesar 1,8 persen dari tahun 

sebelumnya, dengan jumlah unit kendaraan sebanyak 5060. Pada Tahun 2007 juga 

terjadi pertambahan kendaraan sebesar 0,65 persen. Volume Jumlah kendaraan 

angkutan umum yang dimiliki Kota Palembang dari berbagai macam terminal 

yang tersebar dibeberapa sudut kota, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 1.2 
Data Nama-nama Terminal di Kota Palembang 

NO. Nama Terminal Type Luas M2 

1. Alang-Aiang Lebar A 8.000 

2. Karya Jaya A 18.000 

3. Jaka Baring C 8.000 

4. Plaju C 3.750 

5. Sako Kenten C 2.400 

6. Lemabang C 1.600 

7. KM. 5 C 1.800 

8. 7 Ulu C 820 

9. Tangga Buntung C 780 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007 

Dinas Perhubungan sebagai salah satu dinas yang mengatur ketertiban 

lalulmtas di jalan raya dan yang berwenang memberikan izin trayek atau kartu 

pengusaha angkutan dan mempunyai peranan yang vital dalam pembangunan 

nasional. Terminal tersebut sangat berpotensi dalam menambah kas suatu daerah 

khususnya Kota Palembang, tetapi semakin menigkatnya jumlah peran terminal 

yang beraneka ragam yang ada di Kota Palembang menimbulkan suatu fenomena 

bahwa dari target yang hendak dicapai Dinas Perhubungan tidak dapat terealisasi 

yang dengan maksimal 
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Tabel 1.3 
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas 

Perbubungan Kota Palembang Tabun 2004-2007 

Tahun Target Realisasi % 

2003 Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.173.276.450 97,77 

2004 Rp. 1.250.000.000 Rp. 1.390.147.125 111,21 

2005 Rp. 1.750.000.000 Rp. 1.542.283.550 88,13 

2006 Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.405.754.200 70,29 

2007 Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.214.690.850 60,73 

Sumber : Dinas Perhubungan Kofa Palembang, Tahun 2007 

Dari tabel diatas dapat diketaliui penerimaan retribusi Dinas 

Perhubungan Kota Palembang tahun 2003 sampai tahun 2007. Pada tahun 2003 

target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.200.000.000. target tersebut di tetapkan 

lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.043.320.000 dengan tingkat 

pencapaian 97,77% pada tahun 2004 target yang ditetapkan Rp. 1.250.000.000 

dengan tingkat pencapaian sebesar 111,21% dan tahun 2005 target yang 

ditetapkan lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.500.000.000 dengan 

tingkat pencapaian 88,13% juga pada tahun 2006 target ditetapkan lebih besar 

dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 250.000.000 dengan tingkat pencapaian 70,29 

% disini terjadi penurunan tingkat pencapaian dari tahun sebelumnya sebesar 

17,84 %, pada tahun 2007 target yang ditetapkan sama dengan tahun sebelumnya 

sebesar Rp. 2.000.000.000, tapi tingkat pencapaianya hanya 60,73 %, turun dari 

tahun sebelumnya sebesar 9,56 %. Hanya taliun 2004 yang targetnya terpenuhi. 
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Dari uraian diatas dapat dilihat terjadinya penurunan penerimaan 

retribusi terminal. Dari data dan wawancara yang dilakukan pada Dinas 

Perhubungan Sub Bagian Program mengenai potensi yang dimiliki bahwa setiap 

tahunnya jumlah kendaraan angkutan umum pertambahannya sedikit ( seperti 

pada tabel. I . l ), bahkan cenderung para pengusaha angkutan otobus untuk 

mengurangi jumlah kei .daraanya. Fenomena yang diangkat dalam penelitian ini 

dimana pihak DISHUB tetap menaikkan target yang akan dicapai. Maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai retribusi terminal dengan judul : 

"Analisis Penetapan Target Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas 

Perhubungan Koia Palembang *\ 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka 

Deima.salahan yang diangkat oleh pcneiiti adalah : Berapa besar Penetapan target 

^etribusi tenninal yang seharusnya ditetapkan pada Dinas Perhubungan Kota 

I'alembang (berdasarkan potensi) ? 

3. Tujuan penelitian 

Berdasarkan nasalah yang dikemukakan diatas adalah : Untuk 

mengetahui Berapa besar Penetapan target retribusi terminal yang seharusnya 

ditetapkan pada dii.as ptrhubungan Kota Palembang (berdasarkan potensi). 
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4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak 

sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman penulis dalam disiplin ilmu 

khususnya dalam pemungutan retribusi. 

b. Bagi Dinas Perhubungan Kota Palembang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan, pertimbangan 

untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan penerimaan retribusi 

daerah sebagaimana mestinya. 

c. Bagi Almamater 

Hasil penelitian diharapkan menjadi refrensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya. 



BAB n 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya berjudul : Analisis Upaya-upaya Yang 

Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Terminal Di Kabupaten 

Ogan Komering Ilir yang telah dilakukan Rina ( 2007 ). Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 'lujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu berupa hasil 

wawancara dengan kepala bagian keuangan dan karyawan bagian keuangan, dan 

data sekunder berupa sejarah singkat perusahan, sturuktur organisasi dan 

pembagian tugas serta data realisasi dan target penerimaan Retribusi Terminal 

tahun 2004 sampai 2006. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. 

B. Landasan Teori 

1. Retribusi daerah 

Retribusi daerali adalah suatu pungutan daerah yang diperunlukkan 

sebagai pembayaran disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa 

9 
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dari pekeijaan, usaha atau milik daerah atau karena jasa yang diberikan oleh 

daerah, baik langsung maupun tidak langsung. 

Mardiasmo ( 2002:100 ) menyatakan retribusi daerah adalah pungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

pribadi atau badan. 

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah menyataklan bahwa : 

a. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan pribadi orang atau badan. 

b. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibxan untuk 

melaksanakan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau 

pemotongan retribusi tertentu. 

c. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi wajib reiribusi untuk memanfaatkiin jasa dan perizinan 

tertentu dari pemerintah yang bersangkutan. 

2. Jcnis-jenis Retribusi Daerab 

Adapun jenis-jenis retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 

tahun 2000 pasal 18 ayat ( 2 ) dan peraturan pemerintah nomor 66 thn 2001 

Retribusi Daerah dibagi atas tiga golongan yaitu : 

a. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau 

diberikan oleh pemerintah daerali untuk lujuan kepentingan dan 
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kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

Menunit Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang 

retribusi Daerah dalam pasal 2 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa jenis-jenis 

retribusi jasa umum adalah 

1. Retibusi pelayanan kesehatan. 

2. Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. 

3. Reribusi pergantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte 

catatan sipil. 

4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pemakaman dan oengabuan 

mayat. 

5. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum. 

6. Retribusi pelayanan pasar. 

7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor. 

8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. 

9. Retribusi pergantian biaya cetak peta. 

10. Retribusi pengujian kapaJ perikanan. 

Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan,yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi jasa umum. 
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Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh 

pemerintah daerah dalam menganut prinsip komersial kerena pada 

dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang 

retribusi Daerah dalam pasal 3 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa jenis-jenis 

retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut 

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah. 

2. Retribusi pasar grosir dan pertokoan. 

3. Retribusi tempat pelelangan. 

4. Retribusi terminal. 

5. Retribusi tempat khusus parkir. 

6. Retribusi tempat penginapan atau persinggahan atau villa 

7. Retribusi penyedotan kakus. 

8. Retribusi rumah potong he wan. 

9. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal. 

10. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 

11. Retribusi tempat penyeberangan diatas air. 

12. Retribusi pengolahan limbah cair. 

13. Retribusi penjualan produksi usaha daerah 

Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmali pelayanan jasa usaha yang 

bersangkutan, subyek retribusi jasa usaha merupakan wajib reiribusi 
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jasa usaha, yaitu orang pribadi/atau badan yang diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran retribusi jasa usaha. 

c. Retribusi perizinan lertentu adalali reiribusi atas kegiatan tertentu 

pemerintali daerali dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau 

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peratuian, pengendalian 

dan pengawasan alas kegiatan pemanfaatan ruang, sumberdaya alam, 

barang, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian iingkimgan. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang 

retribusi Daerah dalam pasal 4 ayat ( 2 ) disebutkan bahwa jenis-jenis 

retribusi perizinan lertentu adalah : 

1. Retribusi izin mendirikan biuigurum. 

2. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol. 

3. Retribusi izin gangguan. 

4. Retribusi izin trayek. 

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan 

yang memperoleh izin tertentudari pemerintah daerah,subyek retiibusi 

perizinan tertentu,yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran perizinan tertentu. 

Terminal 

Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2C02 pada pas-a! 1 huruf f 

menyatakan bahwa " Terminal adalah pelayanan persediaan tempat 

parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan 
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usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah.". Menurut kamus Bahasa Indonesia 

Surayin ( 2001:519 ) Terminal adalah tempat perhentian ( bus, kereta, 

dsb) terakhir. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan pengertian terminal adalah 

tempat perhentian dan layanan persediaan tempat parkir untuk 

kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan d,m usaha 

fasilitas lainnya. 

Retribusi Terminal 

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan retribusi terminal 

menurut Perda Nomor 16 Tahun 1998 adalah : 

a. Retribusi terminal adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan 

terminal. 

b. Pelayanan terminal adalah pelayanaan persediaan tempat parkir 

untuk kendaraan penumpang dan bus umum. tempat kegiatan usaha 

dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yan dimiliki atau dikelola 

oleh pemerintah daerah. 

Pelayanaan terminal meliputi kegiatan sebagai berikut; 

1. Setiap kendaraan yang melayani angkutan penumpang umum 

dan melewati terminal wajib untuk masuk terminal . 

2. Khusus untuk bus AKAP dan AKDP wajib menaikkan dan 

menurunkan penumpangnya didalam terminal. 
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c. Teminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk 

keperluan untuk menurunkan dan menamakan penumpang, 

perpindahan intra atau moda transportasi serta rnengatur kedatangan 

dan keberangkatan kendaraan umum. 

d. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi terminal. 

e. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan 

uiiuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau 

pemotongan retribusi tertentu. 

f. Pembayaran retribusi daerah adalah besarnya kewajiban yang harus 

dibayar oleh wajib reiribusi. 

g. Objek retibusi tenninal adalah fasilitas lerminal, sarana dan 

prasarana pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah 

daerah. 

h. Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan terminal. 

i . Retribusi terminal termasuk golongan retribusi jasa usaha. 

j . Cara mengukur tingkat retribusi terminal adalah pelayanan dan 

fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dibidang pelayanan 

termmal. 

k. Petugas pemungut adalah orang yang diberikan tugas memungut 

retribusi terminal. 

TPR adalah tempat petugas memungut retribusi terminal. 
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Tujuan reiribusi terminal adalah untuk menumbuhkan kesadaran 

dari masyarakat atau subjek retribusi baik orang pribadi atau badan 

dalam memberikan balas jasa kepada pemerintah karena telah 

mengunakan fasilitas terminal yang telah disediakan, sehingga 

pemerintali daerah dapat memberikan fasilitas yang aman, tertib dan 

teratur bagi kendaraan, pengemudi dan penumpang guna kepcrluan 

menurunkan dan menaikkan penumpang. Pembinaan terminal 

dimaksudkan sebagai upaya pengaturan prasarana transportasi jalan 

untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang,perpindahan 

intra alau antar tranportasi serta pengaturan kedatangan dan 

pemberangkatan kendaraan umum. 

Pembinaan penyelenggaraan terminal dilaksanakan oleh pihak 

daerah melaiui dinas perhubungan. Pembinaan tersebut meliputi kegiatan 

pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban lerminal. 

Pengelolaan terminal meliputi kegiatan perencanaan peiaksanaan 

dan pangawasan tenninal yang terdiri dari : 

1. Penataan peralatan, fasilitas arus lalu lintas, jadwal petugas dan 

penyusunan system serta prosedur pengoperasian terminal. 

2. Pelaksanan pengaturan kegiatan parkir, pemungutan jasa pelayanan, 

pengoperasian fasilitas,pengaturan arus lalulintas dan pe.icatatan 

jadwal serta jenis kendaraan di dalam terminal. 

3. Pengawasan kandaraan angkutan,pemanfaatan fasilitas dan 

keamanan serta ketrtiban di dalam terminal. 
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Pemeliharaan tenninal meliputi kegitan sebagai berikut: 

1. Menjaga keutuhan dan kebersihan terminal. 

2. Manjaga keutuhan dan kebersihan peralatan terminal serta peralatan 

lampu dan papan informasi. 

3. Merawat dan menjaga fungsi fasilitas, 

4. Merawat saluran-saluran sepanjang tenninal dan lampu penerangan. 

Penyelenggaran pelyanan terminal meliputi hal-hal sebagai ber'kut: 

1. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap angkutan dan 

penumpang umum. 

2. Memberikan pelayanan parkir khusus di dalam terminal. 

3. Memberikan pelayanan dan fasilitas terhadap penumpang melaiui 

peron. 

4. Memberikan pelayanan dan fasilitas kamar mandi dan karnar kecil. 

5. Memberikan pelayanan dan fasilitas dan ruang tunggu VIP. 

Tata cara pemungutan retribusi terminal adalah sebagai berikut: 

1. Pemungutan tidak dapat diborongkan. 

2. Peiaksanaan pemungutan retribusi terminal dilaksanakan oleh Dinas 

Lalu Lintas dan Angkutan Jaian. 

3. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis. 

Tata cara pembayaran retribusi terminal adalah sebagai berikut: 

1. Pembayaran retribusi teminal dimasukkan ke kas daerah selambat-

lambatnya 1x24 jam. 

2. Pembayaran retribusi terminal dilakukan secara tunai/Iunas. 
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3. Dalam pembayaran retribusi terminal diberikan tanda bukii 

pembayaran. 

4. Setiap pembayaran dicalat dalam buku penerimaan. 

5. Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukfi pembayarai 

retribusi terminal ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah. 

Tabel II 
Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang 

No Jenis kendaraan Tarif 

1. AKAP Besar 10.000 

2. AKAP Sedang 5.000 
-1 J. AKAP Kecil 2.500 

4. AKDP Sedang 3.000 

5. AKDP Kecil 1.500 

6. Travel 1.500 

7. Bus Kota 1.000 

8. Angkot 500 

9. Motor 500 

10. Mobil Pribadi 1.000 

11. Mobil Barang 1.000 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007 

5, Target 

Menurut Peraturan Pemerintali Nomor 24 Tahun 2005 Tentang 

SAP ( 01-2 ) menyatakan bahwa target merupakan pedoman tindakan 

yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, 

belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang 

disusim menurut klasifika.si tertentu secara sistematis dalam satu periode. 
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7. Rencaua Penerimaan Target Retribusi 

Menurut buku pedoman pelatihan dan bimbingan reformasi upaya 

peningkatan PAD bagi aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah 

( 2006:64 ) langkah - langkah yang harus dilakukan dalam rencana 

penerimaan target adalah menghitung potensi sesuai kondisi yang ada 

dilapangan, serta membuat data realisasi. Cara membuat proyeksi data 

realisasi sama dengan membuat proyeksi PDRB, perbedaannya adalah 

adanya variabel Iain yaitu tingkat inflasi dan tingkat kenaikan tarif. 

Menggunakan tingkat inflasi jika tarif - tarif yang ada ditetapkan dalam 

bentuk persentase, dan jika ditetapkan dalam rupiah, maka 

menggunakan tingkat kenaikan tarif. Selisih antara tingkat kenaikan dari 

realisasi selam kurun waktu tertentu, dengan rata - rata tingkat inflasi 

atau rata tingkat kenaikan tarif akan didapatkan tingkat kenaikan riel. 

Tingkat kenaikan riel ini menggambarkan tingkat kemampuan 

pemerintah daerah c.q. dinas pendapatan daerah dalam merealisasikan 

target yang sudah ditetapkan tanpa melakukan tindakan apapun. 

Tingkat kenaikan riel ditambah dengan besarnya tingkat inflasi atau 

tingkat kenaikan tarif dengan konstanta sebesar 100% kemudian 

dikalikan dengan data satu tahun sebelumnya, maka akan kita dapatkan 

hasil proyeksi data realisasi, begitu seterusnya untuk tahun - tahun 

selanjutnya. 

Hasil perhitungan potensi diproyeksikan selama kurun waktu 

tertentu, kemudian kita bandingkan dengan data realisasi pada tahun 



21 

bersangkutan, hasil perbandingan ini kita dapatkan potensi terpendam 

maka hasilnya kita tambahkan dengan proyeksi data realisasi akan 

didapatkan target (perencanaan penerimaan tahun depan). 

8. Potensi Retribusi Termina! 

Prakosa dalam Akhmad ( 2006:18 ) berpendapat bahx̂ â potensi 

dapat diukur melaiui dua pendekatan yakni ; ( i ) berdasarkan fungsi 

penerimaan, ( i i ) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Potensi 

adalah daya, kekuatan, atau kesangupan untuk menghasilkan 

penerimaan daerah, atau kemampuan yang pantas diterima dalam 

keadaan seratus persen. Sebagai contoh digunakannya retribusi daerah 

sebagai sasaran pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan, 

dilakukan pengamatan atas peiaksanaan pemungutan retribusi yang 

bersangkutan dengan mengalihkan pengenaan retribusinya. 

Menurut Akhmad ( 2006:18-19 ) untuk mendapatkan gambaran 

mengenai kemampuan pemungutan potensi retribusi daerah yang ada 

sebagai penerimaan daerah digunakan Administration Efecicncy Ratio 

( AER) melaiui tiga pendekatan. 

a. Dari segi subyek, akan memberikan gambaran tentang persentase 

dari sejumlah subyek yang dapat dijaring oleh uniL'instansi yang 

menanggung pemungutan, baik ilu untuk subyek yang sudah 

terdaftar maupun subyek yang belum terdaftar. /^^^^'^ '**'t^'^ 

b. Dari segi pemungutan, pada dasamya sama deng 

subyek, hanya bedanya disini akan dapat digamb 
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obyek retribusi pungutan yang telah yang telah terdaftar dan obyek 

retribusi yang belum terdaftar. 

c. Dari segi penerimaan,diukur melaiui perbandingan jumlah realisasi 

penerimaan dengan potensi yang ada, semakin besar AER berarti 

semakin besar memungut, yang berarti pula aktivitas pemungutan 

dapat dicapai. 

Sementara itu menurut Halim datam Akhmad ( 2006 : 12 ) 

data/ informasi yang diperlukan untuk menghitung retribusi terminal 

adalah jumlah kepadatan kendaraan yang masuk terminal, rata-rata 

tarif pada masing-masing terminal, jumlah penerimaan dalam setiap 

kendaraan yang masuk terminal. Dalam penelitian ini metodologi 

yang digunakan penulis untuk menghitung potensi retribusi terminal 

dengan menghitung tarif rata-rata setiap masing-masing terminal 

dikalikan dengan jumlah rata-rata kepadatan kendaraan yang masuk 

terminal setiap hari. Secara rinci formulanya dapat ditulis sebagai 

berikut: 

PRT = X R K K X RT X 365 

dimana, PRT = Potensi Retribusi Terminal 

RKK = Rata-rata Kepadatan Kendaraan 

365 = 365 hari (1 tahun) 

RT = Rata-rata Tarif 

9. Proyeksi 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Surayin ( 2001:459 ) proyeksi 

adalah perkiraan keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan 
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data yang ada { sekarang ). Menurut Buku Pedoman Pelatihan dan 

Bimbingan Reformasi Upaya Peningkatan PAD Bagi Aparat Pengelola 

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) ( 2006:13 ), langkah-langkah dalam 

menghitung proyeksi data historis atau data realisasi dari pajak dan 

retrubusi daerah adalah sebagai berikut: 

1. Mencari realisasi data Retribusi Terminal dalam kurun waktu 5 

( l ima) tahun terakhir. 

2. Menghitung Tingkat Kenaikan data realisasi tersebut dengan, 

dengan menggunakan formuJasi: 

Proyeksi = Potensi - ( TKR x Realisai Tahun Sebelumnya) 

Dimana, 

Potensi: Kemampuan Pemungutan Potensi Retribusi Terminal 

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi 



BAB 111 

M E T O D E L O G I PENELITIAN 

. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono ( 2004 i l l ) jenis penelitian ini dikelompokan 

menjadi: 

1. Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

variabel lainnya. 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membandingkan. 

3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel. 

Jenis penelitian yang digunakan daiam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif. yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel 

Iain. 

24 



25 

B, Tempat Penelitian 

Dalam pengumpulan data yang berkenaan dengan penelitian ini 

penulis mengambil tempat penelitian ( riset ) di Dinas Perhuibungan Kota 

Palembang dan 9 buah terminal yang ada di kota Palembang, yaitu Teminal 

Alang-Alang Lebar, Teminal Karya Jaya, Teminal Jaka Baring, Teminal 

Plaju, Teminal Sako Kenten, Teminal Lemabang, Teminal KM. 5, Teminal 

7 Ulu, Teminal Tangga Buntung serta unit-unit terminal. 

C. Operasionalisasi Variabel 

Tabel HI.l 
Operasionalisasi Variabel 

Variabel Defenisi Variabel Indikator 

Penetapan target 

retribusi Dinas 

perhubungan 

Kota Palembang. 

Sesuatu yang akan 

diperoleh dan ditetapkan 

secara resmi. 

1. Potensi 
2 Proyeksi 

a. Potensi tenjendam 
b. Rencana tindakan 
c. Penetapan target 

Sumber: Penulis, 2007 

D. Data yang digunakan 

Menurut Mudrajat Kuncoro ( 2003:127 ) ada dua jenis data yang dapat 

digunakan dalam penelitian yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan melaiui 

wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi 

tempat penelitian. 
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2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang telah dikumpulkan 

untuk pihak atau instansi yang menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan cara memperolehnya dan ditinjau dari bentuknya, maka 

data yang diperlukan penulis dalam penciitian ini adalah data primer dan 

sekunder. 

Data primer berupa; 

Jumlah rata-rata kepadatan tenninal pada sembilan terminal yang diteliti dan 

unit termina, tarif rata-rata masing terminal. 

Data sekunder berupa; 

a. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

b. Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Perhubungan Kota 

Palembang. 

c. Target dan Realisasi Penerimaan Terminal Pada Dinas Perhubungan 

Kota Palembang Tahun 2003-2007. 

d. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

£. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Nan Lin W. Gulo { 2002:115-123 ) tekhnik pengumpulan data 

yaitu: 

I . Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana 

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian. 
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2. Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan 

instrument untuk meminta tanggapan responden tentang sampel. 

3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan 

responden. 

4. Kuisioner ( angket) yaitu cara pengumpulan data dengan menyebarkan 

daftar pertanyaan kepada responden, dengan harapan mereka akan 

memberi respon terhadap daftar pertanyaan tersebut. 

5. Dokumen adalah catatan lertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu lalu. 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Dinas Perhubungan 

Kota Palembang dan petugas yang berwenang untuk memberikan 

informasi yang berkaitan dengan data yang diperlukan. 

b. Dokumentasi. 

Dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin dokumen-dokumen 

yang ada pada tempat penelitian dan teori-leori yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 

c. Pengamatan (observasi) 

Pengumpulan data serta mencatat informasi selama penelitian. 
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F. Analisis Data dan Teknik Analisis 

Menurut M . Iqbal Hasan ( 2002:32-33 ) menyatakan ada dua cara 

metode analisis yaitu : 

1. Metode Analisis Kuantitatif adalah analisis data dimana datanya 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka yang dapat diukur. 

2. Metode Analisis Kualitatif adalah analisi data dimana datanya tidak 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. 

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis data 

secara kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data daiam penelitian ini untuk 

menjawab permasalahan dilakukan secara kuantitatif dengan rumus sebagai 

1. Potensi Retribusi Terminal adalah dengan cara menghitung kepadatan 

arus lalu lintas pada sembilan terminal dikalikan dengan jumlah tarif 

rata-rata untuk masing-masing terminal. Secara rinci formulanya dapat 

ditulis sebagai berikut: 

PRT = X R K K X R T X 365 

dimana, PRT = Potensi Retribusi Terminal 

berikut: 

RKK Rata-rata Kepadatan Kendaraan 

365 365 hari(l tahun) 
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hasilnya kita tambahkan proyeksi data realisasi selanjutnya akan 

didapatkan besarnya target yang harus ditetapkan. Dengan formula ; 

Proyeksi = Potensi - ( TKR x Realisasi tahun sebelumnya ) 

Dimana, 

Potensi: Kemampuan pemungutan potensi retribusi lerminal 

TKR : Tingkat Kenaikan Realisasi 

Teknik kualitatif dengan cara menjelaskan kebijakan penetapan target 

penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang. 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang 

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta 

diikuti perubalian instasional, melainkan lahapan-tahapan instansional yakni 

berawal dari terbentuknya Dinas LLAJ Palembang !. berubali menjadi Dinas 

LLAJR wilayah I , berubah lagi menjadi cabang Dinas 1 LLAJR Tingkat I I 

Kodya Palembang. Dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan Pemerintah Nomor 22 

Tahun 1990 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang lalu 

lintas dan angkutan jalan Kepala Daerah Tingkat I dan Daerali Tingkat I I . 

Untuk kelancaran taktis administrasi. setelah dikeluarkannya 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1995 tentang pembentukan organisasi dan 

tata kerja Dinas LLAJ Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang. pada tanggal 

26 Maret 1996 cabang Dinas 1 LLAJ Tingkat V. Kodya Palembang Bapak 

Drs. H. Husni menjadi Dinas LLAJ Kotamadya Tingkat II Palembang yang 

keberadaannya dibawah Pemerintah Daerah Kotamadya IJngkat II 

Palembang. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Otonomi Daerah, berupa istilah menjadi Dinas LLAJ Kota Palembang dan 

pada bulan Mei Tahun 2001 menjadi Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

30 
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Dinas Perhubungan Kota Palembang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada 

dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 

tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi 

dinas daerah, bahwa Dinas Daerah yang ada dikota palembang terdiri dari 

sembilan belas jenis, salah satunya adalah Dinas Perhubungan. Dinas 

Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang 

perhubungan, yang dipimpim oleh oleh Kepala Dinas dan dalam 

melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dbantu oleh seorang Wal:il Kepala 

Dinas yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka peiaksanaan 

desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pendapatan yang diterima oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang diperoleh 

dari tujuh jenis retribusi. salah satunya adalah retribusi terminal. Retribusi 

Terminal merupakan bagian dari retribusi jasa uasah dan merupakan bagian 

dari kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas tempat usaha berupa 

terminal bagi jalur transportasi masyarakat sehingga terciptanya palayanan 

transportasi masyrakat yang aman, nyaman, lancar, selamat dan terjangkau 

dengan kapasitas yang memadai. 
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Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang 

1. Visi 

Terwujudnya sarana, prasarana dan kualitas penyediaan jasa 

perhubungan yang mampu mendukung pertumbuhan pembangunan 

dan kepuasan pengguna jasa. 

2. Misi 

a) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan perhubungan 

melaiui pengelolaan angkutan massal. Angkutan antai" moda dan 

inter moda untuk mewujudkan jaminan keselamatan, aksesilibitas, 

mobilitas dan pemerataan pelayanan angkutan di Kota Palembang. 

b) Melakukan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum 

terhadap peiaku perhubungan di Kota Palembang. 

c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan lalu 

lintas. 

d) Meningkatkan pembinaan SDM yang kreatif dan pro aktif untuk 

mengantisipasi perkembangan IPTEK. 

e) Mengembangkan budaya rasa memiliki pada masyarakat akan arti 

pentingnya keselamatan pemeliharaan fasilitas perhubungan. 

f) Menata kembali perundang-undangan sektor perhubungan 

berkaitan dengan perkembangan lingkungan strategis. 
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2. Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang 

a. Tujuan 

1) Mewujudkan pemerataan pelayanan perhubungan yang aman dan 

nyaman sesuai dengan kemampuan mcmbayar masyarakat. 

2) Mengupayakan, merencanakan dan memfasi 1 itaskan pengadaan dan 

pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang keselamatan 

Perhubungan di Kota Palembang. 

b. Sasaran 

Yaitu "Terciptanya pelayanan transportasi laut, sungai dan 

penyeberangan yang aman, lancar, selamat dan terjangkau dengan 

kapasitas yang memadai sehingga menjamin mobilitas dan aksesbilitas 

orang, barang dan kendaraan serta informasi kesegala pelosok kota 

Palembang". 

3. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota 

Palembang 

a. Kewenangan 

Peiaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. antara lain: "Peiaksanaan pengujian kendaraan bermotor, 

penyelenggaraan perparkiran kendaran bermotor, pernasangan dan 

pemeliharaan perlengkapan jalan, perencanaan. pengawasan. pembinaan, 

pengendalian, bimbingan keselamatan dan memfasilitaskan peiaksanaan 
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kegiata dibidang ASDP, perhubungan laut dan kereta api serta dibidang 

perhubungan udara dan postel". 

b. Tugas Pokok 

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah dibidang perhubungan dalam rangka 

peiaksanaan desentralisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

c. Fungsi 

1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yarg sifatnya 

mendukung secara operasional Kebijakan Pemerintali Kota 

Palembang. 

2) Memberikan perizinan dan peiaksanaan umum sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

3) Melaksanakan pembinaan UPTD(Unit Pelaksana Teknis Dinas) 

4) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang 

langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang 

tugasnya (perhubungan). 

5) Mengadakan komunikasi. konsultasi dan kerja sama dengan unsur 

PEMDA dan Instansi serta masyarakat dalam usaha peiaksanaan tugas 

pokok. 
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4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Palembang 

diatur dalam Peraturan daerah kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 yaitu 

sebagai berikut: 

1) Kepala Dinas 

2) Wakil Kepala Dinas 

3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Kepegawaian 

c. Sub Bagian Keuangan 

4) Sub Dinas Program, terdiri dari: 

a. Seksi Penyusunan Rencana dan Program 

b. Seksi Pemantauan dan Pengendalian 

c. Seksi Evaluasi. Pelaporan dan Retribusi 

5) Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan , terdiri dari: 

a. Seksi Lalu Lintas 

b. Seksi Angkutan 

c. Seksi Teknis Sarana 

d. Seksi Prasarana 

6) Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, 

Penyeberangan,dan Kereta api, terdiri dari: 

a. Seksi Perhubungan laut 
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b. Seksi Angkutan Sungai. Danau dan Penyeberangan 

c. Seksi Pengkretaapian 

7) Sub Dinas perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari; 

a. Seksi Perhubungan Udara 

b. Seksi Pos 

c. Seksi Telekomunikasi 

8) Sub Dinas pengendalian Operasional. terdiri dari: 

a. Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

b. Seksi Pengendalian Opersional Perhubungan laut, Angkutan 

Sungai. Danau, penyeberangan dan Kereta Api. 

c. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara. Pos dan 

Telekomunikasi. 

d. Seksi Penyuluhan. 

9) Cabang Dinas, terdiri dari: 

a. Kepala Cabang Dinas 

b. Unsur Staf/Petugas Administrasi 

c. Unsur Lini/Petugas teknis Operasional 

d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

10) Unit Pehiksana Teknis Dinas, terdiri dari: 

a. Kepala 

b. Unsur Staf/Petugas Administrasi 

c. Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional 

d. Kelompok Jabatan Fungsional 

11) Kelompok Jabatan Fungsional 
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2. Wakil Kepala Dinas 

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinir urusan 

perencanaan, pembinaan, kepegawaian, keuangan dan pengawasan. 

Untuk melaksanakan tugasnya, Wakil Kepala Dinas mempunyai 

fungsi: 

a) Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya. 

b) Mengkoordinasikan kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, 

Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan kelompok 

Jabatan Fungsional yang ada dalam lingkungannya dan 

bertanggunga jawab atas kelancaran peiaksanaan tugas tersebut. 

c) Memberikan saran atau pertimbangan kepada Kepala Dinas 

mengenai langkah-langkah dan tindakan-iindakan yang periu 

diambil dalam bidang tugasnya. 

d) Menjalankan tugas dan fungsi Kepala Dinas sehari-hari apabila 

Kepala Dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan 

surat penunjukan Kepala Dinas. 

3. Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan 

kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta urusan umum. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai 

fungsi: 
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a) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. 

b) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. 

c) Melaksanakan pengelolaan administrasi hukum dan humas. 

d) Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kearsipan. 

Bagian Tata Usaha, terdiri dari: 

a) Sub Bagian Umum 

Mempunyai tugas mengurus surat-menyurat dan mengelola 

arsip. 

b) Sub Bagian Kepegawaian 

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian . 

c) Sub Bagian Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. 

4. Sub Dinas Program 

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan 

data dan informasi dalam rangka penyusan rencana dan program 

kerja, melakukan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi 

pelaporan. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Program mempunyai 

fungsi: 

a) Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data 

b) Menyiapakan bahan pen\msunan rencana dan program keija 

dibidang perhubungan 
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c) Menyiapkan bahan peiaksanaan pemantaun dan pengendalian 

peiaksanaan program 

d) Menyiapakan bahan peiaksanaan evaluasi. pelanoran kegiatan 

dan mengelola retribusi dibidang perhubungan 

Sub Dinas Program terdiri dari: 

a) Seksi Penyusunan Rencana dan Program 

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan 

program kegiatan bidang perhubungan. 

b) Seksi Pemantauan dan Pengendalian 

Mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengendalian dan 

pengawasan terhadap kegiatan bidang perhubungan. 

c) Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Retribusi 

Mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan 

kegiatan bidang perhubungan serta kegiatan retribusi yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. 

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Sub Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pembinaan. pengawasan dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan manajemen lalu lintas. 

manajemen angkutan, prasarana serta keselamatan dan teknis sarana. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya. Sub Dinas Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan mempunyai fungsi: 
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jalan serta bahan pemantauan dan analisis kinerja prasarana lalu 

lintas dan angkutan jalan. 

d) Seksi Teknik Sarana 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan inventaris, 

pembinaan perbengkelan umum. penataan izin pendirian bengkel 

umum serta pengaturan dan pengendalian susiinan alat tambahan 

pada kendaraan penumpang umum, serta pembinaan terhadap 

peiaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan ketentuan teknis 

dan jalan kendaraan. 

. Sub Ditias Perhubungan Laut , Angkutan Sungai, Danau, 

Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api. 

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai, Danau, 

Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian 

dan memfasilitasi peiaksanaan kegiatan perhubungan laut, 'alu lintas 

angkutan sungai, danau, penyeberangan dan kereta api. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Sub Dinas Perhubungan Laut, 

Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api 

mempunyai ftmgsi: 

a) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan. pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan lalu lintas laut, sungai, 

danau, penyeberangan dan kereta api. 
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b) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan angkutan lau , sungai, 

danau. penyeberangan dan kereta api. 

c) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan 

sarana perhubungan 1 aut, angkutan sungai. d anau, 

penyeberangan dan kereta api. 

d) Penyusunan rencana pembinaan, pengawasan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan untuk nienunjang 

keselamatan lalu lintas laut dan angkutan sungai, danau, 

penyeberangan dan kereta api. 

Sub Dinas Perhubungan Laut, Angkutan Sungai. Danau, 

Penyeberangan (ASDP) dan Kerata Api terdiri dari: 

a) Seksi Perhubungan Laut 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan 

dan peiaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan laut, penyediaan 

dan pembangunan prasarana perhubungan laut dan memantau 

serta mengevaluasi kegiatan pelabuhan laut. 

b) Seksi Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan. pengawasan 

dan peiaksanaan kegiatan lalu lintas angkutan sungai . danau, 

dipelabuhan penyeberangan. 

penyeberangan dan memantau 
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c) Seksi Pengkretaapian 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan 

dan peiaksanaan kegiatan lalu lintas jalan rel dan memantau 

serta mengevaluasi kegiatan distasiun kerta api. 

7. Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi 

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi 

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, 

pembinaan, pengendalian dan memfasilitasi peiaksanaan kegiatan 

kebandar udara serta penunjang peiaksanaan penerbangan pos dan 

telekomunikasi. 

Untuk menyelenggarakan tugasn}'a, Sub Dinas Perhubungan Udara, 

Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi: 

a) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan kebandar udaraan. 

b) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan angkutan udara serta 

penunjang keselamatan penerbangan. 

c) Penyusunan rencana pengawasan, pembinaan, pengendalian dan 

memfasilitasi peiaksanaan kegiatan usaha jasa telekomunikasi. 

Sub Dinas Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari: 

a) Seksi Perhubungan Udara 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan peiaksanaan penerbitan 

rekomendasi pembangunan didalam bandar udara dan pemberian 
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izin lokasi bandar uadar serta melakukan penyiapan bahan 

pemberian rekomendasi penerbitan 1MB bagi bangunan dalam 

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), serta 

pembinaan terhadap peiaksanaan kegiata angkutan udara. 

b) Seksi Pos 

Mempimyai tugas menyiapkan bahan peiaksanaan kegiatan 

pemantauan dan evaluasi kegiatan fiiateli, izin jasa titipan dan 

bahan pembinaan kegiatan usaha jasa pos. 

c) Seksi Telekomunikasi 

Mempunyai tugas menyiapkan bahan peiaksanaan kegiatan izin 

penyelenggaraan instalasi, kabel rumah (IKRG). pengujian alat 

telekomunikasi dan bahan pembinaan kegiatan usaha jasa 

telekomunikasi. 

8. Sub Dinas Pengendalian Operasional 

Sub Dinas Pengendalian Operasional mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan 

pengendalian lalu lintas angkutan jalan, angkutan laut, angkutan 

sungai danau penyeberangan, angkutan jalan rel, angkuian udara, 

pos dan telekomunikasi serta menyiapkan bimbingan keselamatan 

dan penertiban pada sektor perhubungan. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya. Sub Dinas Pengendalian 

Operasional mempunyai fungsi: 
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a) Penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau 

penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan 

telekomunikasi. 

b) Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas 

angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau 

penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan 

telekomunikasi. 

c) Penyusunan rencana pembinaan penegakan hukum dibidang 

perhubungan. 

d) Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta 

penyuluhan kepada msyarakat dan memfasilitas' kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan. 

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari: 

a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutam 

Jalan. 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan 

jalan. 

b) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut, Angkutan 

Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api. 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan 
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a) Penyusunan rencana pengawasan dan pengendalian lalu lintas 

angkutan jalan, angkutan laut, angkutan sungai danau 

penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan 

telekomunikasi. 

b) Penyusunan rencana bimbingan keselamatan lalu lintas 

angkutan jalan. angkutan laut. angkutan sungai danau 

penyeberangan, angkutan jalan rel, angkutan udara, pos dan 

telekomunikasi. 

c) Penyusunan rencana pembinaan penegakan hukum dibidang 

perhubungan. 

d) Penyusunan rencana pembinaan dan pemberian bimbingan serta 

penyuluhan kepada msyarakat dan memfasilitas' kegiatan 

bimbingan dan penyuluhan. 

Sub Dinas Pengendalian Operasional terdiri dari; 

a) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutam 

Jalan. 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan 

jalan. 

b) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut. Angkutan 

Sungai Danau Penyeberangan dan Kereta Api. 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan 
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jalan, angkutan sungai danau penyeberangan dan angkutan jalan 

rel. 

c) Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Udara, Pos, dan 

Telekomunikasi. 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan. pengawasan, 

pengendalian serta bimbingan keselamatan lalu lintas angkutan 

udara serta kelancaran peiaksanaan kegiatan pos dan 

telekomunikasi. 

d) Seksi Penyuluhan 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan. pemberian 

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dibidang 

perhubungan. 

9. Cabang Dinas 

Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas. 

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Cabang Dinas mempunyai 

fungsi: 

a) Melaksanakan unsure teknis operasional 

b) Melaksanakan urusan administrasi 

Susunan organisasi Cabang Dinas terdiri dari: 

a) Kepala Cabang Dinas 

b) Unsur Staf/Prtugas Administrasi 
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c) Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional 

d) Kelompok Jnbnian T'lingsioiml 

10. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur Pelaksana Teknis 

Operasional Dinas. Unit Pelaksana TeKnis Dinas dipimpin oleh 

seorajig Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Dinas disatu atau beberapa wilayah 

kecamatan dan satu daerah. 

Untuk menyelenggarakan tugasnya. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

mempunyai fungsi: 

a) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan bidangnya 

b) Pelaksanakan urusan administrasi 

Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari: 

a) Kepala 

b) Unsur Staf/Petugas Administrasi 

c) Unsur Lini/Petugas Teknis Operasional 

d) Kelompok Jabatan Fungsional 

11. Kelompok Jabatan Fungsional 

a) Kelompok Jabatan Fungsional didalam lingkup Dinas Daerah 

mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis dinas sesuai 

dibidang keahlian masing-masing. 
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b) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub 

kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing 

dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior. 

c) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

dan beban kerja. 

d) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

e) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga 

Fungsional Senior, sebagai Ketua Kelompok yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan. 

5. Data yang Digunakan 

Dalam penelitian ini penulis mengumpuikan data baik data yang ada 

di dinas perhubungan kota palembang maupun yag didapat dari observasi 

lapangan dan diolah kembali dengan formulasinya rumus yang relevan 

dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari Dinas Perhubungan Kota 

Palembang dan Data di Lapangan yaitu : 
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a. Penetapan Target yang ada Pada Dinas Perhubungan Kota 

Palembang 

Berdasarkan wawancara pada Dinas Perhubungan Kota Palembang : 

1. Menghitung potensi retribusi terminal 

2. Menentukan rencana kebijakan untuk menetapkan target 

3. Rencana target dirapatkan bersama walikota 

4. Uji kelayakan oleh Dinas Perhubungan untuk target yang akan 

ditetapkan 

5. Target yang akan ditetapkan diajukan ke DPR untuk disyahkan. 

b. Target dan Rerlisasi Penerimaan Retribusi Terminal 

Tabel IV. l 
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Pada Dinas 

Perhub ngan Kota Palembang Tahun 2003-2007 
Tahun Target Realisasi % 

2003 Rf 1.2( 0.000.000 Rp. 1.173.276.450 97,77 

2004 Rp. 1.250.000.000 Rp. 1.390.1^7.125 111,21 

2005 Rp. 1.750.000.000 Rp, 1.542.283.550 88,13 

2006 Rp. 2.0C 0.000.000 Rp. 1.405.754.200 70,29 

2007 Rp. 2.000.000.000 Rp. 1.214.690.850 60,73 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007 

Berdasarkin tabel diatas dapat d'ketalmi penerimaan relribui 

tenninal di kota palembang masih berfluktuasi, pada tahun 2003 realisasi 

penerimaan retribusi terminal sebesar Rp. 1.173.276.450, dan pada rahun 

2004 adanya kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 
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1.390.147.125 naimm pada tahun 2005 - 2007 penerimaannya tidak 

mencapai target disebabkan penentuan target yang belum realistis. 

c. Nama-nama Termina! dan Jenis Trayeknya di Kota Palembang 

Tabel IV.2 
Data Nama-nama Terminal dan Jenis Trayek di Kota Palembang 

Tahun 2007 

NO. Nsma Terminal Tipe Trayek 

1. Alang-Alang Lebar A Plaju-KM.12 (bus kota). TKJ-KM.I2 (bus kota). AKAP, 
AKDP, TKJ/Musi I I /KM. 12 (bus kecil). Terminal AAL-
Jaka Baring, Sedan Taxi. 

2. Karya Jaya A Ampera-Kcrtapati (bus kccil), TKJ-KM. 12 (bus kota). 
TKJ-Pusri (bus kota) TKJ-Pcrumnas (bus kecil) 
TKJ/Musi 1I/KM.12 (bus kccil). Sedan Taxi. 

- , - , 3. Jaka Baring C Bukh Bcsar-Jaka Baring (bus sedang). Terminal AAL-
Teiminal Jaka Baring (bus kecil), Pcrumnas-Jaka Baring 
(bus kota), Simpang iak& Baring-TOP, Simpang Jaka 
Baring-OPI (MPU). Simpang Jaka Baring-TL.Harapan 
(MPU). 

4, Plaju C Ampera-Plaju (bus kccil). Piaiu-KM.l2 (bus kota). 
Plaju-Pusri (bus kota). Plaju-Perumnas (bus kota). 

5. Sako Kenten C Tenninal Sako-Terminal A A L (bus sedang), Kuto-
Kcntenl.aut(MPU). 

6. lemabang c Ampera-Lemabang (MPU), Savangan-Lemabang 
(MPU), Lcmabang-Sei U i s (MPU). 

7. K M . 5 c Ampera-KM.5 (MPU). Wayhitam-TL.Betutu (MPU). 

8. 7Uiu c Ampera-Sckip (MPU), Amper-Lemabang (MPU). 
Ampera-Tangga Buntung (MPU). Ampcra-Pakjo 
(IvIPU), Ampera-Bukit Besar (MPU), Ampcra-KM.5 
(MPU), Ampera-Kcrtapati (bus kecil). Plaju-Pcrumnas 
(MPU), Ampera-Pasar Induk (MPU). 

9. Tangga Buntung c Ampera-Tangga Buntimg (MPU). 

Pos-pos Terminal 

1. Pos Musi 11 Simpang RRl-Musi II(MPU). 

2. Pos Sekip Ampera-Sekip (MPU) 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007(diolah) 
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d. Tarif Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang 

Tabel IV.3 
Tarif Retribusi Terminal Dinas Perhubungan Kota Palembang 

No Jenis kendaraan Tarif (Rp) 
1. AKAP Besar 10.000 
2. AKAP Sedang 5.000 
3. AKAP Kecil 2.500 
4. AKDP Sedang 3.000 
5. AKDP Kecil 1.500 
6. Travel 1.500 
7. Bus Kota 1.000 
8. Angkot 500 
9. Motor 500 
10. Mobil Pribadi 1.000 
11. Mobil Barang 1.000 

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, Tahun 2007 

Tabel diatas merupakan tarif retribusi tenninal untuk masing-

masing terminal di Kota Palembang, untuk terminal tipe A, semua jenis 

kendaraan masuk ke tenninal tipe A tersebut, namun untuk terminal tipe C 

tidak seluruhnya kendaraan yang masuk terminal tersebut, kendaraan yang 

masuk terminal tipe C hanya Bus Penumpang Umum seperti Bus Kota dan 

Angkot, sehingga didapat rata-rata tarif untuk terminal tipe A dan terminal 

tipe C. Adapun rata-rata tarif untuk masing-masing tipe terminal dapat 

dilihat pada perhitungan dibawah i n i : 

Rata- rata tarif untuk terminal tipe A 

= keseluruhanjumlah tarif semua jenis kendaraan 
Total jenis tipe kendaraan 

= 10.000+5.000+2.500+3.000+1.500+1.500+1.000+500+500+1.000+1.000 
11 

= Rp. 2.500 
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Jadi rata-rata tarif untuk tenninal tipe A adalah Rp. 2.500 

Rata- rata tarif terminal tipe C 

= Jenis kendaraan angkot + Jenis kendaraan bus kota 
Total jenis kendaraan 

= 1.000+500 
2 

= Rp. 750 

Jadi rata-rata tarif untuk tenninal tipe C adalah Rp. 750 

e. Jumlah Rata-Rata Kepadatan Kendaraan Pada Masing-Masing 

Terminal 

Adapun jumlah rata-rata kepadatan kendaraan pada masing-masing 

terminal dapa dilihat pada taber 1V.4 berikut ini : 

Tabel IV.4 
Jumlah Rata-rata Kepadatan Kendaraan Pada 

Masing-masing Terminal 

No 
Nama 

Terminal/Unit 
Terminal 

Rata-rata 
Kepadatan 

Kendaraan/per 
hari (Unit) 

Jumlah Rata-rata Kepadatan 
Kendaraan Pada Terminal 

No 
Nama 

Terminal/Unit 
Terminal 

Rata-rata 
Kepadatan 

Kendaraan/per 
hari (Unit) 

Minggu Bula Tahun No 
Nama 

Terminal/Unit 
Terminal 

Rata-rata 
Kepadatan 

Kendaraan/per 
hari (Unit) 1x7 1 x30 1 x365 

1. Alang-Alang Lebar 605 4.235 18.150 220.825 
2. Karya Jaya 530 3.710 15.900 193.450 
3. Jaka Baring 231 1.617 6.930 84.315 
4. Plaju 362 2.534 10.860 132.130 
5. Sako Kenten 335 2.345 10.050 122.275 
6. Lemabang 240 1.680 7.200 87.600 
7. KM. 5 189 1.323 5.670 68.985 
8. 7 Ulu 345 2.415 10.350 125.925 
9. Tangga Buntung 196 1.372 41.160 71.540 

10. Pos Musi 53 371 1.590 19.345 
11. Pos Sekip 74 518 2.220 27.010 

Total 3.160 221.20 130.080 1.153.400 
Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2007 (diolah) 
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Dari tabel diatas rata-rata kepadatan jumlah kendaraan didapat dari jumlah 

kendaraan yang masuk lerminal pada 9 terminal yang ada di kota Palembang 

selama satu hari. Jumlah rata-rata kepadatan kendaraan paling banyak terdapat 

pada terminal Alang-Alang Lebar ( AAL } dengan jumlah rata-rata kepadatan 

kendaraan per harinya adalah sebanyak 605 unit. Sedangkan jumlah rata-rata 

kendaraan paling sedikit terdapat pada unit tenninal pos Musi I I dengan jumlah 

rata-rata kepadatan kendaraan sebanyak 53 unit. 

f. Program Rencana Tindakan 

Adapun ketetapan program rencana tindakan yang digunakan untuk 

menentukan target yaiti 50 % jika potensi dianggap bertambah untuk tahun-tahun 

selanjutnya dan 20 % j i .a potensi dianggap cenderung tetap. 

B. Pembahasan 

Dalam sub Bab ini akan menganalis hasil penelitian penulis mengenai 

penetapan target retribusi terminal pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

Kemudian membandingkan dengan Adapun untuk mengetahui penetapan target 

yang seharusnya penu is akan melakukan perhitungan terlebih dahulu yaitu, 

menghitung potensi dan proyeksi terminal. 

1. Perhitungan Potensi Retribusi Terminal Kota Palembang 

Potensi Retribusi Terminal adalah perkalian antara total dari seluruh 

arus kepadatan lerminal dengan rata-rata tarif retribusi terminal. Jumlah 

penerimaan masing-masing terminal dapat dihitung dengan mengalikan 

antara rata-rata kepadatan kendaraan pada tenninal dengan rata-rata tarif 

masing-masing terminal. Formulasinya dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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PRT = X R K K X RT X 365 

dimana, PRT = Potensi Retribusi Tenninal 

RKK = Rala-rala Kepadatan Kendaraan 

RT = Rata-rata Tarif 

365 =365 han (1 lahun) • 

Dengan menggunakan ramus tersebut diatas, maka potensi retribusi 

terminal dari sembilan terminal dan unit-unit terminal untuk tahun 2007 

dapat dihitung sebagai berikut: 

1. Terminal Alang-alang Lebar (Tipe A ) 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 605 X 2500 X 365 

= Rp. 552.062.500 

2. Kan a Jaya (Tipe A ) 

PRT = X R K K x R T x 3 6 5 

= 530 X 2500 X 365 

= Rp. 483.625.000 

3. Jaka Baring ( Tipe C ) 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 231 X 750x 365 

= Rp. 63.236.250 

4. Plaju ( Tipe C1 

PRT = X R K I : X RT X 365 



= 362 x 750x 365 

= Rp. 99.097.500 

5. Sako Kenten ( Tipe C ) 

P R l = X R K K X RT X 365 

= 335 x 750x 365 -

= Rp. 91.706.250 

6. Lemabang ( Tpe C ) 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 240x750x365 

= Rp. 65.700.000 

7. KM. 5 ( Tipe C ) . 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 189x 750x 365 

= Rp. 51.738.750, 

8. 7 Ulu ( Tipe C) 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 345 x 750 x 365 

= Rp. 94.443.750 

9. Tangga Buntung ( Tipe C ) 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 196x750x365 

= Rp. 53 655.000 
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10. Pos Musi 

PRT = X R K K X RT X 365 

= 53 x 750x365 

= Rp. 14.508.750 

11. Pos Tg. Buntu ig 

PRT = X RK < X RT X 365 

= 74 x 750x 365 

= Rp.2C 257.500 

Untuk lebih jelas dapat dilihai pada Tabel IV.5 berikut: 

Tabel IV.5 
Data Potensi Retribusi 

Terminal pada Sembilan Terminal di Kota Palembang 
2007 

No. Nama Terminal/Unit 
Terminal 

Rata-rata 
Kepadatan 
Kendaraan 

(Unit) 

Rata-rata tarif 
masing-masing 
tipe terminal 

Penerimaan 
Masing-masing 
Terminal per 

hari 
(Rp) 

Potensi Retribusi 
terminal/ tahun 

(Rp) 

1. Alang-Alang Lebar 605 2500 1.512.500 55? 362.500 

2. Karya Jaya 530 2500 1.325.000 483.625.000 

3. Jaka Baring 231 750 173.250 63.236.250 

4, Plaju 362 750 271.500 99,097.500 

5. Sako Kenten 3.35 750 251.250 91.706.250 

6. Lemabang 240 750 18.000 65.700.000 

7. KM. 5 189 750 141.750 51.738.750 

8. 7 Ulu 345 750 285.750 94.443.750 

9. l angga Buntung 196 750 147.000 53.655.000 

10. Pos Musi 53 750 39.750 14.508.750 

11. Pos Sekip 74 750 55.500 20.257.500 

Total Potensi selahun 3.160 750 4.221.250 1.590.081.250 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2007 (diolah) 
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Berdasarkan tabel diatas, yang memiliki potensi penerimaan 

rctribus termin; 1 teroesar adalah Terminal Alang-alang Lebar ( AAL ) 

yaitu Rp. 552.0 )2.500, penerimaan terbesar kedua adalah Terminal Karya 

Jaya ( I KJ ) yaitu sebesar Rp. 483.625.000 tipe terminal AAL dan TKJ 

ini adalah ipe / , semua jenis kendaraan baik yang roda dua, maupun roda 

empat { penumpang, pribadi ) dikenal:an pembayaran retribusi terminal, 

selanjutnya. untuk terminal tipe C seperti tenninal Plaju penerimaannya 

sebesar Rp. 99 097.500 penerimaannya kecil disebabkan karena terminal 

Plaju adalah termina! tipe C karena tidak semu? jenis kendaraan masuk 

terminal yang dikenakan letribusi tenninal hanya kendaraan angkutan 

jenis penumpcu.g umum. Dari perhitungan hasil dari jumlah potensi 

reiribusi terminal untuk masing-masing terminal maka untuk mencari 

target yang harus ditetapkan, selanjutnya proyeksi dapat dihitung dari 

jumlah potensi retribusi terminal. 

2 Perhituilgan Proyeksi 

Proyeksi adalah perkiraan keadaan masa yang akan datang dengan 

menggunakan data yang ada. Proyeksi yang direncanakan untuk 

mengetahui seberapa jauh organisasi dapat mencapai proyeksi yang 

diharapkan secara realistis. 

Proyeksi dapat dihitung dari hasil potensi retribusi terminal 

dikurangi dengan menghitung dengan proyeksi maka didapat hasil 

potensi terpendam, dari hasil potensi terpendam tersebut dikalikan dengan 

rencana tindakan maka hasilnya kita tambahkan data realisasi tahun 
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sebelumnya, seianjutnya akan didapatkan berapa besarnya target yang 

harus ditetapkan. Adapun formula untuk mencari proyeksi retribusi 

terminal dalam menetapkan target sebagai berikut: 

Proyeksi = Potensi - ( TKR x Realisasi tahun sebelumnya) 

Rata-rata TKR= Realisasi tahun ini - Realisasi tahun sebelumnya x 100 % 

Realisasi tahun sebelumnya 

Potensi terpendam = Potensi - Proyeksi 

Rencana tindakan = 20 % x Potensi terpendam 

Dimana 20 % : apabila potensi dianggap tetap untuk tahun-tahun 

berikutnya maka ditetapkan 20%. 

Untuk menentukan Target dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Target = Pro} eksi + Rencana Tindakan 

Maka perhitungan untuk mencari target pada *ahun 2007 : 

TKR = Rp. 1.214.690.850^ Rp. 1.4G5.754.200 x 100% 
Rp. 1.405.754.200 

TKR = n , 5 9 % 

Proyeksi = Rp. 1.590.081.250-(13,59 %x Rp. 1.405.754.200) 

= Rp. 1.399.039.254 

Potensi terpendsm = Rp. 1.590.081.250-Rp. 1.399.039.254 

= Rp. 191.041.996 

Rencana tindakan = 50 % x Potensi terpendam 

Dimana 50 % : apabila potensi dianggap bertambah untuk tahun-

tahun berikutnya maka ditetapkan 50 %. 

Untuk menentukan Target dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Target = Proyeksi + Rencana Tindakan 

Maka pcrhitungan untuk mencari target pada tahun 2007 : 

TKR = Rp. 1.214.69C.850- Rp. 1.405.754.200 x 100% 
Rp. 1.405.754.200 

TKR = 13,59% 

Proyeksi = Rp. 1.590.081.250-(13,59 %x Rp.l.405.754.200) 

= Rp. 1.399.039.254 

Potensi terpendam = Rp. 1.590.081.250--Rp. 1.399.039.254 

= Rp. 191.041.996 

Rencana Tindakan = 50 % x Rp. 191.041.996 

= Rp. 95.520.998 . ' 

Target yang seliarusnya ditetapkan untuk taliun 2007 

Target 2007 = Rp. 1.399.039.254 + Rp. 95.520.998 

= Rp. 1.494.560.252 

Dalam perhitungan ini penulis menggunakan program rencana tindakan 

20 % karena pertarr, lahan potensi dianggap cenderung tetap. 

Rencana Tmdak in = 20 % x Rp. 191.041.995 

= Rp. 38.208.399 

Target yang seharusnya ditetapkan untuk tahun 2007 

Target 2007 = Rp. 1.399.039.254 + Rp. 38.208.399 

= Rp. 1.437.247.653 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut: 

Tabel 1V.6 
Tabel Perhitungan Penetapan Target 

Uraian Data proyeksi potensi tahun 2007 

Potensi Rp. 1.590.081.250 

Proyeksi Rp. 1.399.039.254 

Potensi terendam Rp. 191.041.996 

Rencana tindakan 20 % Rp. 38.208.399 

Target Rp. 1.437.247.693 

Sumber : Penulis (data olahan) 2007 

Berdasarkan potensi penerimaan retribusi terminal pada sembilan 

terminal dan unit-unit terminal, maka didapat target yang seharusnya 

ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.437.247.653 untuk tahun 2007, sedangkan 

menurut data yang diperoleh Dinas Perhubungan target untuk tahun 2007 

adalah sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan realisasi Rp. 1.214.690.850 

maka terdapat selisin target Rp. 562.752.347, dan apabila dihubungkan 

dengan realisasi tahun 2007 maka persentase tingkat pencapaian adalah 

sebesar 84,50 % artinya bahwa target yang berdasarkan perhitungan lebih 

mendekati tingkat pencapaiannya dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan. 
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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam hasil penelitian dan 

pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan : Bahwa target yang ditetapkan 

oleh Dinas Perhubungan belum realistis dari potensi yang ada, target yang 

didapat dari hasil analisis perhitungan mendekati tingkat persentase dari 

realisasi tahun 2007 sebesar 84,50 persen, dimana target yang harus ditetapkan 

sebesar Rp. 1.437.247.653. 

B. Saran 

1. Dari Kesimpulan diatas, maka diberikan saran-saran dalam rangka 

menetapkan target penerimaan retribusi terminal di Kota Palembang, 

Dinas perhubungan dalam menetapkan target harus memperhatikan 

potensi juga memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta apabila 

Dinas Perhubungan menaikkan target retribusi terminal sebaiknya 

menambahkan lagi objek-objek tempat pemungutan Retribusi Terminal 

agar penerimaan retribusi terminal mencapai target yang ditetapkan. 
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PEMERINTAH KOTA PALEMBANG 
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nor 
t 
ipiran 

5bV.2PJ /DISHUB/2008 

Selesai Pengambilan Data 

Palembang, zrfebruari 2008 

Kepada 

Yth. Dekan FakuKas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Pig 
d i -

Palembang 

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 

Palembang, nomor : 302/G-17/FE-UMO/XI1/2007, tanggal 13 Desember 2007 hal mohon 

bantuan data, dengan ini diinformasikan bahwa: 

N a m a 

NIM 

Jurusan 

FREDY ARIYANTO 

22 2003 129 

Akuntansi 

telah selesai melaksanakan survey/pengambilan data di Dinas Perhubungan Kota 

Palembang. 

Demikian untuk dimaktumi. 
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KOTA PALEI 
KEPALA Bi 

PERHUBUNGAN 
ANG 

IAN TATA USAHA 
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PROGRAM STU[i. MANAJEMEN/AKUNTANSI 

KETUA 

ANGGOTA 

M. Orba Kumiawan,SE.SOI.JK? 

A N A i l S I S PENETAPAN TARGET PENERIMAAN R E T R D U S I TEBMIHAl PAEA 
BINAS PEaaUBUNGAN KOTA PALEtaAHG 
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1 1 
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—(-

— i - - -
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% ^ ' "/u Jl £ 
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Mahasiswa dibenk.in ^/r.\V.\u iiU'nyflt:saiki)ri Gkiipsi, 
6 bulan terniiuny sfpik langiial cJilftauk.-iii 

Di kiiiiiHrkan di Palembang 
Pada tanggal / j / O i' O.^ 



K A R T U A K T I V I T A S 
B I M B I N G A N U S U L A N P E N E L I T I A N 

( ^ H l ^ 
tASlSWA FREDY ARlYA r̂̂ O PEMBIMBING 

: 22 2003 129 KETUA : M. ORBA KURNUWAN, SE. SH. BKP 
: A K U N T A N S I ANGGOTA : 

JLAN PENELITIAN = ANALISIS PENETAPAN TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI 
TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG 

rCL/BULAN/TAHUN MATERI KONSULTASI PARAF Ptl! ̂ BIMBING KETERANGAN rCL/BULAN/TAHUN 
ANGGOTA 

KETERANGAN 

b K E T J i ^ 

tp-^ 

/\-6S> 

mggal Seminar yang disepakati; 
Dikeluarkan 
Pada Tgl. 

Palembang 

iiar Mahasiswa Peserta Seminar 
ig dibawa oleh Pemakaiah 

Nama Mahasiswa 

WL ll»^i^ HI 

NIM 

'Jhloo7. An' 

27- 7C(J3 

yt- wu ni-
2i 2oo3 7̂9 

MAP-1 f e N r o l A X2 - 2*07 0%X 
1 1 • ICf?"} , {Qj^ 

Usulan Penelitian di Seminarkan setelah mendapat persetujuan dari Anggota dan Ketua Pembimbing 
Kartu Bimbingan Skripsi akan diberikan setelah Seminar dan Perbaikan Usulan Penelitian. 
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